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RANGKAP JABATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

2.1 PEKERJAAN DAN PROFESI

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewsjdzsar. Manusia
dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampurjaekeras. Dengan bekerja
manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segatayang diinginkannya.
Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikiran yargtegrasi.

Pekerjaan dapat dibedakan menurut:
Kemampuan, yaitu pisik dan intelektual;
Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus+mmne

Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);

h_wW NP

Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikaenjedi tiga jenis
yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa @@ mengutamakan
kemampuan pisik, baik sementara atau tetap dengant memperoleh
pendapatan (upah);

2. Pekerjaan dalam arti tertentu, vyaitu pekerjaan yamg@ngutamakan
kemampuan pisik atau intelektual, baik sementaaa #&tap dengan tujuan
pengabdian;

3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidartgntu mengutamakan

kemampuan pisik dan intelektual, bersifat tetapygd@ tujuan memperoleh

pendapatar?.

"Abdulkadir MuhammadEtika Profesi Hukum(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),
him. 57.
®lbid. him. 57-58.
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Dari ketiga jenis pekerjaan yang disebutkan sebeyanprofesi adalah
pekerjaan yang tercantum pada butir3).

Pekerjaan notaris adalah salah satu jenis pekegjang membutuhkan
keahlian khusus dan dalam bidang tertentu. Sehipggarjaan sebagai notaris
dapat dikelompokkan ke dalam jenis profesperti yang dapat dilihat dalam

pengertian profesi sebagai berikut:

1. Pengertian Profesi Menurut Abdul Kadir Muhammad:

Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaiWempaan bidang
tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan inteskbersifat tetap, dengan
tujuan memperoleh pendapatan.

Dari pengertian profesi tersebut terlihat beber&pteria profesi yang
terkandung di dalamnya yaitu:

a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
Bersifat tetap atau terus menerus;
Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalardgyeatan);
Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyrak

-~ ® 2 0o o

Terkelompok dalam suatu organisdsi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat diuskan sebagai
pekerjaan tetap bidang tertentu yang dilakukanraeesus-menerus berdasarkan
keahlian khusus dan menghasilkan imbalan namuk taelupakan pelayanan.
Berikut ini dibahas satu demi satu kriteria protessebut:

a. spesialisasi

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi g&agtkan dengan bidang
keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanyaakidada rangkapan dengan
pekerjaan lain di luar keahlian itu. Contoh speésial di bidang keahlian tertentu
di antara lain adalah bidang hukum, ekonomi, farmesdokteran, keteknikan,
kependidikan. Tidak ada rangkapan, misalnya dadidek merangkap apoteker,

notaris tidak merangkap pengacara, akuntan tidakamg&ap pengusaha. Hal

%Ibid.
Ybid.
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demikian itu, tidak memungkinkan yang bersangkutesiakukan pekerjaannya
secara profesionat.

b. Keahlian dan Keterampilan
Pekerjaan bidang tertentu ini berdasarkan keahtlan keterampilan
khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan déhda. Pendidikan dan latihan
ini ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidilkean latihan yang diakui
oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keatdha keterampilan yang
diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yangkeduarkan oleh instansi
pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh peradr. Contoh keahlian itu
antara lain:
1. Notaris, keahliannya dibuktikan oleh ijazah progra@ndidikan Notariat
Fakultas Hukum;
2. Akuntan, keahliannya dibuktikan oleh ijazah progrpendidikan akuntansi
Fakultas Ekonomi;
3. Dokter, keahliannya dibuktikan oleh ijazah prograendidikan kedokteran
Fakultas Kedokteran;
4. Apoteker, keahliannya dibuktikan oleh ijazah prograendidikan farmasi
Fakultas Farmasi;
5. Arsitektur, keahliannya dibuktikan oleh ijazah prag pendidikan keteknikan
arsitektur Fakultas Teknik

c. Tetap atau Terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap datgmus-menerus. Tetap
artinya tidak berubah-ubah pekerjaan, misalsg&ali berkiprah pada profesi
notaris seterusnya tetap sebagai notaris. Sedangdars-menerus artinya
berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensitan, berakhir masa kerja

profesi yang bersangkutah.

d. Mengutamakan Pelayanan

Yhid.
2bid. him. 59.
Bipid.
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Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukalayp@an daripada
imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yemgs dikerjakan, bukan
berapa bayaran yang diterima. Kepuasan konsumem p#danggan lebih
diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena kealdrafesional, bukan amatir.
Seorang profesional selalu bekerja dengan bailarden adil. Baik artinya teliti,
tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinyakuliaoleh profesi yang
bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak kit@n. Sedangkan imbalan
dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar ap&biisumen atau pelanggan

merasa puas dengan pelayanan yang diperoléfinya.

e. Tanggungjawab

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itiabggung jawab
kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bggtang jawab kepada diri
sendiri, artinya dia bekerja karena integritas madrdelektual, dan profesional
sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberielayanan, seorang
profesional selalu mempertahankan cita-cita luhrofgsi sesuai dengan tuntutan
kewajiban hati nuraninya bukan karena sekedar ihelaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kasedinemberikan
pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesiagpa membedakan kepada
sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarthiber@nanggung pelayanan
bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta metigimsayanan yang bermutu,
yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayaaag diberikan tidak semata-
mata bermotif mencari keuntungan, melainkan jugagpkdian segala resiko
yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian delaelaksanakan profesi
menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikaisendiri, orang

lain, dan berdosa kepada TuHan.

f. Organisasi profesi

Para profesional itu terkelompok dalam suatu degen biasanya
organisasi profesi menurut bidang keahlian dariangbilmu yang dikuasai.
BERTENS menyatakan, kelompok profesi merupakan arakgt moral rooral

“Ibid. him. 60.
Bybid.
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community yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersamidelompok profesi
memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab kbusBebagai profesi,
kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode rifesi*®
Contoh organisasi profesi antara lain adalah:
Ikatan Advokat Indonesia (lkadin);
Ikatan Notaris Indonesia (INI);
Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
Ikatan Hakim Indonesia (lkahi);

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);

o 00k~ w0 DN PR

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikagi):

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasaréda pilai moral yang
tercermin pada keahlian dan keterampilan atggoofesi yang bersangkutan
bukan ketentuan hukum positif.

Namun, tidak semua organisasi profesi melaramga@anya melakukan
rangkap jabatan. Seperti yang terlihat pada cootoiteh organisasi profesi yang
telah disebutkan sebelumnya, hanya organisasi 9rpga nomor 1 sampai 4
yang melarang rangkap jabatan. Sedangkan ungakisai nomor 5 dan 6 tidak
ada peraturan undang-undang yang mengatur tens@aggbn rangkap jabatan

anggotanya.

2. Pengertian Profesi Menurut Suhrawardi K. Lubis.

Suhrawardi K. Lubis, berpendapat bahwa suatu prdégsat didefinisikan
secara singkat sebagai jabatan seseorang kalaasptefsebut tidak bersifat
komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya.

Menurutnya lagi, sebenarnya para sarjana belunkaidasepakat tentang
apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi sébdak ada suatu standar (yang
telah disepakati) mengenai pekerjaan/ tugas yapgtahkatakan sebagai profesi

tersebut.

1bid. him. 61.
Ybid.
Bhid.
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Secara tradisional ada empat profesi; kedokterakuyrn, pendidikan dan

kependetaah’

James J. Spillane SJ. Mengemukakan (Budi Susadjodid, 1992: 41-

48); banyak artikel-artikel yang memuat ciri-cirhds profesi ini. Misalnya

menurut artikel Internasiondncyclopedia of Educatiorada 10 ciri khas dari

suatu profesi:

1.

N o o A~ WD

@

10.

Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektang terus-menerus dan
berkembang diperluas;

Suatu teknik intelektual;

Penerapan praktis dari teknis intelektual padaarysaktis;

Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sersifika

Beberapa standar dan pernyataan tentang etikadga diselenggarakan;
Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri

Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang ngergaatu kelompok yang
akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi aateygota;

Pengakuan sebagai profesi;

Perhatian yang profesional terhadap penggugaeg bertanggung jawab
dari pekerjaan profesi;

Hubungan erat dengan profesi I&in.

Biasanya asosiasi yang bersifat profesional adalaiupakan organisasi

yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung pargjfat materi (laba) akan

tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama damk&edaan. Lazimnya untuk

mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademjian akreditas, ujian

kode etik, atau izin serta ijazah, walaupun tidelmanya demikiaft

3. Pengertian Profesi Menurut Ignatius Ridwan Wethama.

la mengambil kesimpulan mengenai pengertian prafesi cerita dialog

Filosof Plato The Republit bahwa para tabib harus menjaga pasien mereka.

Dari cerita dialog tersebut dapat dimengerti saatu pilar profesionalisme itu

Suhrawardi K. LubisEtika Profesi HukumJakarta: Sinar Grafika, 1994), him. 10.
*%bid. him. 12.
“pid.
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adalah pelayanan yang betul menguasai pekerjaa@sysi kode etik mereka dan
bukan sekedar pelayanan yang ambur&dul.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesiahdpekerjaan yang
melakukan pelayanan yang betul-betul menguasairjpekeya sesuai kode etik
mereka dan bukan sekedar pelayanan yang amburadul.

Setiap profesi menuntut pemenuhan nilai moral gangembannya. Nilai
moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan asandperbuatan Iuhur.
FRANZ MAGNIS SUSENO (1975) mengemukakan tiga ainilmoral yang
dituntut dari pengemban profesi, yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama afemfan profesi;
3. Idealisme sebagai perwujudan misi organisasi préfes

Atas dasar ketiga nilai moral itulah setiap prafeal dituntut untuk
bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntunarepro$erta memiliki nilai moral
yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profegdibarus bertindak objektif,
artinya bebas dari rasa takut, malu, sentimen, ipesikap malas, enggan

bertindak atau terlalu mengutamakan keuntungarr bésa

2.2 PROFESI HUKUM

Menurut Abdul Kadir Muhammad, apabila profesi lterkenaan dengan
bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebubkedok profesi hukum.

Pendapatnya tersebut tidak jauh berbeda dengatapanSuhrawardi K.
Lubis, yang menyimpulkan bahwa profesi hukum adalegala pekerjaan yang
ada kaitannya dengan masalah hukum. Pengembarsiphoteum bekerja secara
profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingKettelitian, kehati-hatian,
ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi kaneremeka bertanggungjawab
kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota naiayabahkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengmie &tik profesinya. Apabila

terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, merekaushaela

Zgnatius Ridwan Widyadharma&tika Profesi Hukum Dan Keperanannygemarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), Alr.

% |bid.

* |bid.
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mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengamtdankode etik. Biasanya
dalam organisasi profesi, ada Dewan kehormatan yakan mengoreksi
pelanggaran kode etfR.

Dalam pembahasan profesi hukum, Sumaryono (19%s)yebutkan lima
masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukiys sgaitu:
Kualitas pengetahuan profesional hukum;
Terjadinya penyalagunaan profesi hukum;
Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan hisnis

Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;

ok~ 0N PR

Kontinuasi sistem yang sudah usahg.

Kelima masalah tersebut dijelaskan satu demi saxtileui ini;

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum
Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahimcang hukum
sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukunmespoafesional. Hal ini sudah
menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum. Mmeruketentuan Pasal 1
Keputusan Mendikbud No.17/Kep/O/1992 Tentang Kutiku Nasional Bidang
Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukunupeh untuk menghasilkan
sarjana hukum yang:
a. menguasai hukum Indonesia;
b. mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat;
c. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk miekaecanasalah
konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkasipiominsip hukum;
d. mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masesiait’
Tujuan tersebut dapat dicapai tidak hanya melahoigram pendidikan
tinggi hukum, melainkan juga berdasarkan pengalasealah sarjana hukum
bekerja menurut masing-masing profesi bidang hukalam masyarakat. Selain

itu, seorang profesional hukum juga harus mempidratprinsip-prinsip Etika

> Ipid. him. 62.

“Muhammad AbdulkadirEtika Profesi Hukum(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2006), him. 67.

#Ibid. him. 67-68.
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(ketaatan moral) sebagai ukuran hukum yang baikadtan moral tersebut
seharusnya dapat dipaksakan dalam hukum agar ge@mafesional hukum
menjalankan pekerjaannya dengan baik. Namun untelihat apakah ketaatan
moral itu dapat dipaksakan dalam hukum dapat diketdari rumusan hukum

positif sebagai berikut;

a. Hukum positif deklaratif

Pernyataan rumusannya menggambarkan ketentuan hkkdnat, yang
hanya memuat larangan. Ketaatan moralnya terdapda parangan. Tetapi
ketaatan moral hukum positif terdapat pada pemaksgang mencantumkan
sanksi keras jika dilanggar. Contohnya adalah gaanmembunuh, jika ini

dilanggar, sanksi keras berupa hukuman penjarahaauman matf®

b. Hukum positif determinatif

Pernyataan rumusannya menentukan cara berperniakg sesuai dengan
kodrat. Ketaatan moral hukum kodrat terdapat padeniah atau larangan
berdasarkan baik buruknya perbuatan. Tetapi ketaataral hukum positif
terdapat pada penting tidaknya masalah dan keheetakentuk undang-undang.
Apabila masalah itu penting bagi kesejahteraan un{uomasyarakat), maka
pembentuk undang-undang cenderung memaksakandetsetara ketat dengan
ancaman sanksi kepada pelanggarnya. Contohnyahadala melangsungkan
perkawinan, cara berlalu lintas, cara membayarkp&alam hal ini profesional
hukum (pembuat undang-undang) dituntut kemahirarmgaganalisis masalah

hukum dalam masyarakat dan peka terhadap masadaftde®

2. Terjadinya penyalagunaan profesi hukum,

Sumaryono menyatakan, penyalagunaan dapat tegadna persaingan
individu profesional hukum, atau karena tidak adgptn diri. Dalam profesi
hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkonksidsatu sama lain, yaitu di
satu sisi cita-cita Etika yang jauh terlalu tingglan di sisi lain praktek
penggembalaan hukum yang berada jauh di bawaltitatgrofesi yang terlalu

ZIbid. him. 69.
Pbid.
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tinggi dan karenanya memberikan pelayanan yangecand mementingkan diri
sendiri. Banyak profesional hukum menggamakstatus profesinya untuk
menciptakan uang atau untuk maksud-maksud pdfitik.

Penyalagunaan profesi hukum dapat juga terjadineadesakan pihak klien
yang menginginkan perkaranya cepat selesai dawmngmtmenang. Dia tidak
segan-segan menawarkan bayaran yang cukup menggiubaik kepada
penasehat hukum atau pun kepada hakim yang memekkara. Dalam hal ini
terjadilah pertarungan, siapa yang membayar mabiahi yang bakal menang.
Penegakan hukum dijadikan ajang bisnis pelecehkanmsecara brutal. Di satu
sisi penegak hukum beralih haluan dari keadilapdghasilan, dan di sisi lain
klien menjadi perongrong wibawa hukum dan peneggkiim pokoknya menang.
Semua itu bisa terjadi jika para profesional hukiisak kembalil kepada Etika

Profesi Hukum.

3. Profesi hukum menjadi kegiatan bisnis

Yang dimaksud dengan kegiatan bisnis adalah lkegigang tujuan
utamanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyalpabila kegiatan itu
adalah kegiatan profesi hukum, maka dikatakan praiiekum itu kegiatan bisnis.
Jadi, ukuran untuk menyatakan profesi hukum itudtag pelayanan bisnis atau
kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utgaan

Memang diakui bahwa dari segi tujuannya, profeskum dibedakan
antara profesi hukum yang bergerak di bidang peyaumum dan profesi
hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnideBroukum pelayanan bisnis
menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bikaieefsial), imbalan yang
diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis.

Contohnya para konsultan yang menangani masalahrakekontrak

dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum geayumum menjalankan
pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik detggmran atau tanpa

bayaran. Contoh profesi hukum pelayanan umum adpéatgadilan, notaris,

3% 1bid. him. 70.

Rangkap jabatan ..., Dessy Dwi Astuty, FH Ul, 2010 Universitas Indonesia



20

Lembaga Bantuan Hukum, kalaupun ada bayaran, gifdiraya pekerjaan atau
biaya administrasi. Sekarang ini boleh dikatakafgsi hukum cenderung beralih
kepada kegiatan bisnis dengan tujuan utama: berapg@ harus dibayar, bukan
apa yang harus dikerjakan. Hal ini sudah menggejaasuk segala jenis profesi
hukum bidang pelayanan umum, biaya pembuatan adtari&i mahal, biaya
perkara di pengadilan mahal, biaya pengacara makata administrasi Kartu
Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, 1zin MendmikBangunan mabhal,
karena dibisniskan. Padahal tujuan diciptakannygdang-undang yang mengatur
kepentingan umum itu = untuk mensejahterakan masggrakbukan
menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, jaEsapan umum yang
diberikan oleh profesional hukum berubah dari lh@rsetis menjadi bersifat
bisnis.

Dalam kenyataan sekarang, profesi boleh dikatakeiesak oleh bisnis
karena imbalan atas pelayanan yang diberikan 8dakai dengan nilai kebutuhan
layak dewasa ini. Hal ini menjadi penyebab mengapde etik profesi hanya
menjadi pajangan, sulit diamalkan dalam memenwagyprofesi. Di samping itu,
keahlian yang berbeda pada setiap profesi mend&kibaterjadi perbedaan
mencolok antara imbalan yang diterima oleh profesigyang berlainan profesi.
Misalnya:

a. Keahlian dosen berbeda dengan keahlian dokteraisesikuntan, notaris,
pengacara.

b. Keahlian pilot, nakhoda, berbeda dengan keahliamggmudi bus di jalan
raya.

c. Keahlian penerjemah, operator komputer berbeda atengeahlian

pengarang buku.

4. Kurang Kesadaran dan kepedulian sosial

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan krijgelayanan umum
profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan anakat lebih didahulukan
daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih thatean daripada pembayaran,
nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonordlamun, gejala yang dapat

diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang rashga diemban oleh
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profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan mpladarnya keyakinan
terhadap wibawa hukum.

Di antara gejala itu adalah para profesional hukomtai menjual jasa demi
penghasilan yang lebih tinggi. Dalam masyarakatekese menyediakan diri bagi
kesejahteraan umat manusia, dalam kegiatan profdsioereka menjadi orang
sewaan yang dibayar mahal oleh klien mereka. Parf@gonal hukum banyak
menghabiskan waktu memberi konsultasi kepada ldermgusaha secara pribadi
melaksanakan hukum dengan cara-cara yang justranggdr hukum, misalnya
bagaimana cara berkolusi menyelesaikan masalalit knetblui jalan belakang,
menghindari pajak mahal. Apapun jenis hukumnyafegsional hukum adalah
abdi masyarakat dan abdi hukum yang berorientagade kepentingan
masyarakat, bukan kepentingan pribadi semata-mata.

Dalam negara hukum yang sedang membangun sepedbndaia,
profesional hukum yang sadar dan peduli kepadarkepmn masyarakat sangat
dibutuhkan. Mereka dibutuhkan masyarakat untuk negmlmemperjuangkan
nasib bagaimana berurusan dengan birokrasi ydag berbelit-belit, berperkara
dengan biaya wajar, memperoleh ganti kerugian yangmadai akibat
penggusuran hak-hak mereka. Demi tegaknya hukumkéadilan, profesional
hukum yang berpihak kepada masyarakat golongan thasagat dibutuhkan
guna memperjuangkan hak-hak mereka yang tergusuedsingkir.

5. Kontinuasi sistem yang telah usang.

Profesional hukum adalah bagian dari sistem permadifang berperan
membantu menyebarluaskan sistem yang sudah diankg@mygalan zaman
karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan pkaegaukum yang tidak
sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayanehki#pgan masyarakat yang
hidup dalam zaman serba modern. Dahulu tidak dikbeemacam ragam alat
kontrasepsi yang sekarang justru menjadi kebutuh@msyarakat pengikut
program keluarga berencana, tetapi tidak didukuel ketentuan hukum pidana
tentang delik kesusilaan yang sekarang masih herldkemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi bidang komputer yangtdapaimbulkan kejahatan

model baru, bidang kedokteran yang menimbulkan-obat terlarang seperti
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ecstacy pelaku-pelaku kejahatan tersebut belum dapanghjau oleh hukum
pidana yang berlaku sekarang.

Sistem penghukuman yang sudah usang karena taladt anenjangkau
pelaku kejahatan, kalaupun dapat dijangkau hukumdek sepadan dengan
kejahatan yang dilakukannya. Hal ini mengundang smoasyarakat yang
merasakan hukuman yang tidak adil, tidak sebandiémgan kejahatan yang telah
dilakukan. Akibatnya ada pengacara dikeroyok mas&t hakim dilempar
dengan sepatu, ada jaksa dilempar dengan kunsadgrsidang.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yanguntat pemenuhan
nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu nmakan kekuatan yang
mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setidipspnal hukum dituntut
supaya memiliki nilai moral yang kuat. FRANZ MAGNISUSENO (1975)
mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuahganendasari kepribadian
profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dijéas seperti berikut ini:

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujurananmakfesional hukum
mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadnatik, licik, penuh tipu diri.
Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu:

a. Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan ,kkenelaan melayani
dengan memperoleh bayaran atau secara cuma-cuma;

b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yaak tberlebihan, tidak
otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak mdaB) tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan dirisusé dengan
keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. @tpribadi profesional hukum
antara lain:
a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan marfaélatiatan tercela);

c. Mendahulukan kepentingan klien;

3lbid. him. 62.

Rangkap jabatan ..., Dessy Dwi Astuty, FH Ul, 2010 Universitas Indonesia



23

d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan Ksigana, tidak semata-mata
menunggu perintah atasan;

e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosfal.

3. Bertanggung jawab
Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum  bwaji
bertanggungjawab, artinya:
a. Kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas sajm yang
termaksud lingkup profesinya;
b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakakaetbayaran dan
perkara cuma-cuma (prodeo);
c. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawabam pétaksanaan

kewajibannya>

4. Kemandirian moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaatiéwu tidak mudah
mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnmelainkan membentuk
penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mand@cara moral berarti tidak
dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpauigoleh pertimbangan untung
rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kéisas dan agam¥.

5. Keberanian Moral
Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatia narani yang
menyatakan kesediaan untuk menanggung resikdlikoKeberanian tersebut
antara lain:
a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pyngli
b. Menolak tawaran damai di tempat atas til&agena pelanggaran lalu
lintas jalan;

°  Menolak segala cara penyelesaian melalui jalarkhetayang tidak saff.

*bid. him. 63.
Bbid.
*Ibid. him. 64.
5 bid.
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Sehingga jelaslah profesi hukum apapun harus mkenkiélima nilai
moral yang disebutkan FRANZ MAGNIS SUSENO terseahutas.
Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikagrmjeat oleh hukum.
Di setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hulada dimana-mana. Bahkan
diantara manusia yang hidup di hutan pada masaapwh tetap berlaku suatu
hukum yang dikenal dengan hukum rimba. Jika demikialnya, masyarakat
merupakan jaringan hukurwéb of lawy. Ahli hukum dengan sendirinya berperan
penting karena berhadapan dengan tata kehidupan.hdkum selalu terlibat
dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakanunfukmengawasi
pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggararunmukmaka perlu ada
pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kagipéndidikan hukum yang
menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya hallum sehingga tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban us@nditentukan oleh para ahli
hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantpada baik buruknya
perilaku para ahli hukumny&3.
Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupaanusia. Peraturan

hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya
Legislator menciptakan hukum;
Pejabat melaksanakan administrasi negara,
Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
Pengacara membela kliennya dan menginterpretabikeum;
Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya,
Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepadakiia;
Pendidik hukum menghasilkan ahli hukdm.

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional imutarsebut di atas tadi

© 0 N o g B~ wDdPE

merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jikancdikan adalah sebagai

berikut ini:

*bid. him. 65.
bid.
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a) Profesi Legislator;

b) Profesi Administrator Hukum;
c) Profesi Notaris;

d) Profesi Polisi;

e) Profesi Jaksa;

f)  Profesi Advokat (Pengacara);
g) Profesi Hakim;

h)  Profesi Hukum Bisnis;

) Profesi Konsultan Hukum;

i)  Profesi Dosen Hukurif

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika priofesg harus ditaati.
Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukwatard berbagai bentuk
formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan atludanm yang berlaku. Namun,
yang namanya manusia dalam menjalani dgplainnya tidak terlepas dari
kecenderungan menyimpang dan menyeleweng. Proéésimrkum yang tidak
bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalamamekan profesinya
karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi a@longannya. Padahal
adanya norma hukum secara essensial menuntunikenarea seharusnya berbuat
yang membahagiakan semua pihak. Dengan berpedoma@a mporma-norma
hukum, masyarakat berharap banyak kepada profédiokam agar masyarakat
dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratan bahagid’

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yangnpadi penuntun
perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas prddesma-norma tersebut
dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut efikafesi hukum yang wajib
ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersatgk NOTOHAMIDJOJO
(1975) menyatakan, dalam melaksanakan kewajibammgégsional hukum perlu
memiliki:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukumasedormal belaka,

melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

Bbid.
*bid. him. 66.
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2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuangdn perasaan
masyarakat;

3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untukenarkan keadilan dalam
suatu perkara konkret;

4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benanurut apa adanya, dan
menjauhi yang tidak benar dan tidak pafut.

Setiap profesi hukum juga memiliki kode etik texdiei dalam
melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang Notaigalnya, dalam
melaksanakan tugas jabatannya harus berpegangkegatia Kode Etik Notaris,
karena tanpa itu, harkat dan martabat profesianaliakan hilang sama sekali.
Untuk itu, perlu direnungkan pidato yang disampaikéeh Soedharmono, Wakil
Presiden Republik Indonesia tahun 1990 dalam sanhyé pada upacara
pembukaan Kongres ke 14 Ikatan Notaris Indonesda ganggal 25 Oktober
1990 di Depansar Bali, beliau mengungkapkamaga berikut:

“Terlebih-lebih karena Pembangunan Nasional kitiakt lain sebagai
Pengamalan Pancasila, maka pengamalan setiap ipdofesgdangnya masing-
masing, termasuk profesi notaris, haruslah dilanddsh sikap dan prinsip
keseimbangan dan keselarasan antara kepentingarapgan dan kepentingan
umum, antara mengejar kepentingan material dan nkegan etis spiritual.
Melaksanakan profesinya dengan memperolabalan jasa yang memadai
dan bersamaan dengan itu juga mengabdit@imya untuk kepentingan
masyarakat, negara dan bangsa” (Soedharmono3)f- 6

Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditdéi@p beberapa kaidah-
kaidah yang harus dipegang teguh oleh notaris rseladang-undang Jabatan
Notaris yang berlaku, di antaranya adalah:

1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:
a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila,rsdda taat kepada
hukum Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatale, Kiik Notaris dan

berbahasa Indonesia yang baik;

“Ubid.
“'Suhrawardi K. LubisEtikaProfesi Hukum,Jakarta: Sinar Grafika, 1994), him. 35-36.
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b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dal@®mmbangunan nasional,
terutama sekali dalam bidang hukum;

c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martadah kehormatan
Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabayan

2. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:

a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur kdderpihak dan
dengan penuh rasa tanggung jawab;

b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditstaplkeh Undang-
undang, dan tidak membuka Kantor Cabang dan Pdemakian tidak
menggunakan perantara;

c. Tidak menggunakan mas media yang bersifat promosi.

3. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan :

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yaegerlukan
jasanya dengan sebaik-baiknya;

b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk menciegsadaran hukum
yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadardhakewajibannya;

c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggatyarakat yang
kurang mampu.

4. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah:

a. Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan;

b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yarggikan sesama
rekan;

c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama Réoparis atas
dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolongraekonstruktif.

Kode Etik ini telah ditambah berdasarkan Keputukangres lkatan
Notaris Indonesia ke XIV di Bali sebagai tambahaod& Etik sebagaimana
diputuskan oleh Kongres INI di Surabaya tahun 18d@4 Kongres INI ke XII
tahun 1987.
Pembahasan di atas merupakan gambaran profesmhdan etika
profesi hukum dalam bentuk idealnya. Namun desnikilalam pelaksanaan
sehari-hari sering ditemukan penyimpangan-penyimgaaroleh para pengemban

profesi tersebut, hal ini memang merupakan hal yaagar, sebab apa yang
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terdapat di dalam realita (dalam praktik seharijitantunya tidaklah akan sesuai
dengan idealnya (yang dicita-citakan).

Tapi, bila penyimpangan-penyimpangan cukup meljaasy dari bentuk
idealnya, maka akan mengakibatkan terjadinya krigiétu adanya perubahan
fundamental. Hal seperti ini tentunya akan mengstkdn dampak negatif yang
besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara, padey akhirnya akan
menghilangkan harkat dan martabat profesi itu sendi

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Modktesumaatadja yang
termuat dalam Majalah limiah hukum dan pengetamasyarakat “Padjadjaran,”
dalam tulisan yang berjudul “Pembaharuan Pendiditakum dan Pembinaan
Profesi“ yakni sebagai berikut: “Pendidikan ketepilan teknis tanpa disertai
pendidikan tanggung jawab profesional dan etikaladd&®erbahaya (Mochtar
Kusumaatmadja, 1974:17).” Yang diungkapkan oleh iMaxcKusumaatmadja itu
tentunya tidak bisa dipungkiri sebab andaikan pdiken itu hanya menyangkut
keterampilan teknis tanpa dibarengi dengan tanggwadp profesional dan etika
akan mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapktksanakan profesinya
secara profesional. Yang pada akhirnya menimbulkarugian yang besar
terhadap penyandang profesi hukum secara kesehittiha

2.3 PENGERTIAN NOTARIS

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungssodafam masyarakat
hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seoratagis) biasanya dianggap
sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapatenodehpnasihat yang boleh
diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis sertaagikennya (konstatur) adalah
benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalata puoses hukum.

A.W. Voors pada waktu itu kandidat notaris dalanegolvisnya yang
disuguhkan dan dibacakan pada rapat umum tahwraatpan kandidat notaris
di Arnheim, Belanda pada tanggal; 20-5-1949 memgk#a bahwa sejarah posisi

seorang notaris mengenaps and downsSecara ekstensif ia membicarakan

“2bid. him. 37.
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sejarahnya yang dengan singkat dikutip oleh Tannghidie dalam bukunya

Studi Notariat dan serba-serbi Notaris di bawah ini

1. Di Mesir, terkenal sebagai negara tertua yang mayguembaga notariat,
kedudukan seorang notaris dipandang tinggi. Men&r#.Voors (him 7),
Dr. Ph. B.Libourel dalam WPNR (Weekblad voor Privaeht, Notariaat en
registratie) no. 2948 mengatakan telah membacamdadaatu papirus,
semacam kertas kuno dalam sejarah Mesir, bahwadlk&edo seorang notaris
sama dengan seorang pejabat tertinggi (dalam nhasdi Belanda terkenal
dengan namatadhoudefg panglima di medan perange{dhee), seorang
ulama tertinggi ¢pperpriestesdan... kesayangan para wanit@\eling der
vrouwer).

2. Di Kota tua Roma dikenal tabellariugotariug yang mempunyai peranan
sebagai penulis di antara para penduduk yang hut#.Ha adalah seorang
yang rendah dirifederig yang tidak dapat berdiri di bawah pengayoman para
yuris dan politisi.

3. Di abad pertengahartheé medieval aggderlihat seorang notaris bekerja di
kalangan kaisar dan gereja; ia dianggap sebagaekarietapi sewaktu-waktu
terhina dan terasing dari masyarakegracht en verschopt

4. Menurut A.W.Voors, Prof.Mr. A. Pitlo dalam bukunie 17 en 18 Eeuwsche
Notarisboekentelah menggambarkan seorang notaris sebagai segeay
penting gewichtig.

5. Baru dalam abad ke-1¥entose Wetyang datang dari Perancis ke Belanda,
menyegarkan dan menarik notariat ke tingkat yarmhlginggi. Undang-
undang ini berlaku di Belanda sampai tahun 1842laRahun itu undang-
undang baruiDe Notariswet{dalam buku ini juga disingkat NW) diundangkan
dan berlaku sampai sekarang dengan pengubahankzgraqnyd?

Menurut A. W. Voors kedudukan baik notariat di Bela sekarang adalah
berkat usaha para notaris sendiri. Mereka mengudeai menangani undang-

undang dengan tepat dan juga tetap belajar. Alassdna mengapa notariat di

Belanda disegani adalah adanya perkumpuBaoedeschap der Candidaat

“*Tan Thong Kie,Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notar{gakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2000), him.160-162.
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Notarissen(sebuah badan semacam lkatan Notaris IndonesmBedersvhap
der Candidaat Notarissen.Badan-badan ini pada permulaan membela
kepentingan para notaris dan kandidat notaris seneiapi lambat laun ruang
lingkupnya agak meluas, yaitu mengabdi masyaraBatian ini memperberat
Syarat-syarat untuk masuk pendidikan notariat, nezbgyat syarat lulus ujian,
memperbaiki pengawasan dan pembukuan para ndtamissuaranya didenganr
oleh para yuris, bahkan oleh pemerintah dddahkepentingan umum. Dengan
mengambil tindakan-tindakan yang tepat terhadap paggotanyaBroederschap
itu disegani oleh semua pihak, sehingga perjuangansering mencapai
sasarannya.

Seorang Amerika bernama John Henry Merryman meualiam bukunya

The Civil Law Tradition:

Our notary public is a person of very slight im@orte. The Civil Law notary is a

person on considerable importance. He serves threeiple functions:

1. He drafts important legal instruments, such assyitorporate charters,
conveyances and contracts;

2. He authenticates instruments; an authenticated rumsént (called
everywhere in the Civil Law world a publict act hggecial evidenciary
effects; it conclusively establishes that instrutmtself is genuine an that
what it recites accurately, represents what thetiparsaid and what the
notary saw and heard.

3. He acts as a kind of public record office by retagha copy of every
instrument he prepares and furnishes authenticatgzies on request.

Jabatan Notaris mulai di kenal di Indonesia padamplaan abad ke 17
yaitu dengan didirikannyaCost Ind. Compagnie Notaris yang pertama kali di
angkat di Indonesia adalah Melchior Kerchem seorsekyetaris college van
schepenen. Setelah pengangkatannya tersebut jurotahis di Indonesia terus

bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

“Ibid. him.162.
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Perkembangan lebih lanjut pada tahun 1860 pembkrid&danda melihat
perlunya diadakan penyesuaian peraturan-peratatsign Notaris di Indonesia
dengan yang berlaku di Belanda, dan untuk itu padggal 26 Januari 1860
dikeluarkan Stb, Nomor 3 yang mulai diberlakukamgaanggal 1 Juli 1860.
Dengan diundangkannya Peraturan-peraturan JabatanidN(Notaris Reglement)
tersebut, maka telah diletakkanlah fundamen seblgaiasan pelembagaan
notaris di Indonesia. Karena tugas yang demhbotaris adalah tugas yang
seharusnya dilakukan oleh Pemerintah, maka hakérjgan notaris mempunyai
akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasagara dan memberikan pada
aktenya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunasiomd yang
semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luasndakin berkembang, sebab
kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yatenkbn oleh segenap
pihak makin banyak dan luas, hal ini tentunya titletkepas dari pelayanan dan
produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemehint(sebagai yang
memberikan wewenangnya kepada notaris) dan masyatzknyak tentunya
mempunyai harapan agar pelayanana jasa yang dibevlkeh notaris benar-benar
memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang re&riggrasalah-masalah
teknis hukum, juga harus turut berpartisipakiif dalam pembangunan hukum
nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasnghayati idealisme
perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk ituriddtarus selalu mengikuti
perkembangan hukum nasional, yang pada akhirnyaiashampu melaksanakan
profesinya secara proporsional.

Para notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaagad advokat.
Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekodatam suatu bentuk
hukum, memberi nasehat kepada para pelanggan dagharapkan mendapat
kepercayaan dari mereka.

Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:
1. Seorang notaris memberi pelayanan kepada semuk, @beokat kepada
satu pihak. Seorang notaris menciptakan suatu huktalui perjanjian-

perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah pétak dengan tujuan
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agar para pihak dapat terhindar dari masalah sgaisgmua pihak puas;
advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kedadgdam usaha itu
tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia mertiganhahanya
kepentingan pelanggannya;

2. Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegaditga suatu persoalan
antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat resaylkean suatu
persoalan yang sudah terjadi.

Sudah jelas pekerjaan seorang notaris lebih luas dpa yang
digambarkan di atas, tetapi adanya perbedaan sg&ti dalam hal tersebut di
atas. Pada umumnya A.W. Voors menganjurkan supaysebang pada pedoman
sebagai berikut.

Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorangrisdidak ikut
campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat sbettuk hukum di mana
kepentingan pihak-pihak berjalan paralel, notaresmagang peranan. Jadi, tugas
notaris bukan menyelesaikan masalah tapi menghitidégbulnya suatu masalah
melalui kontrak-kontrak yang ia buat. Jadi dapa&atiikan bahwa notaris itu
menciptakan hukum dari setiap kontrak yang ia lsealangkan advokat hanya
memberi nasehat.

Pada umumnya dalam suatu diskusi dengan para agselkaiang notaris
dapat dikagumi karena pengetahuannya yang mend@&atang hukum. Yang
kini sering terjadi terhadap masyarakat di Indomeadalah seorang notaris
bertindak sebagai notaris dan advokat. Sikap imingemenyenangkan para
pelanggan. Tetapi sebagai akibatnya, hal ini nakdin menghantam diri notaris
itu sendiri, sebab tidak mustahil notaris itu bektdengan seorang advokat atau
mengecewakan pelanggan karena seorang notarisdiloesarkan membela teori-
teori yang dikemukakannya kepada pelanggan di fadg@engadilan, kecuali
diminta oleh instansi itu.

Bahkan, menurut Tan Thong Kie yang dikutip dalankumya Studi
Notariat Serba Serbi Notaris, di Jakarta ada kajadeorang notaris menjajakan
tanah kepada para pelanggan, suatu pekerjaan gahglj luar lingkup notariat.
Akhirnya ia mendapat kesulitan sehingga ia harubdrgi dari jabatannya. Ini
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terjadi sewaktu penanaman modal asing mengakibatkayak orang mencari
tanah untuk proyekny@.

Gejala notaris yang bertindak sebagai advokaklatlamengherankan
sebab para notaris sewaktu meraih gelar sarjananhykga mendapat kuliah di
bidang hukum pidana. Walaupun begitu, kita harusikap; sekali telah memilih
profesi sebagai notaris, kita harus konsekuen etap bertindak sebagai notaris.

Setiap notaris mengetahui bahwa dalam pasal Baggl 17 ©, (d), (e),
M, (9), (h), (i) Undang-undang Jabatan Notarisnddo 30 Tahun 2004 notaris
dilarang melakukan rangkap jabatan. Sebelum adéamgang-undang Jabatan
Notaris Nomor 30 tahun 2004, larangan mengenaikemgbatan notaris ini juga
telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan JabatanisloPartimbangan diadakannya
larangan-larangan tersebut antara lain adalah lapabiaris melakukan rangkap
jabatan, hal ini dapat mempersulit tugas pengawgsag dilakukan terhadap
para notaris dan selain itu juga dapat menyebalokaaris yang bersangkutan
tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana nyastsehingga dapat
merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan leapgkiran notaris tersebut
tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatag y@rangkap akibatnya ia tidak
dapat bekerja secara profesional. Jadi, Umumny@isgmotaris harus berpegang
teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang peheragay tidak boleh berpihak,
bukan seorang perantara, pembela dan jabatamyéairdi luar jabatan notaris

yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian Notaris Menurut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia
(ord. stbl. 1860 no.3).

Pasal 1:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya Iamnge untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatamnjiarj dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh ybatkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta Wtemienjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan geafinan dan kutipannya,

S 1bid. him. 169.
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semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suedtu@en umum tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat angdain.*

Dari pasal 1 Peraturan jabatan di atas dapat digkap bahwa definisi
notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya bhangeuntuk:

. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,arpen dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umtam oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalaatusakta otentik;

. menjamin kepastian tanggalnya;

. menyimpan aktanya dan;

. memberikan grosse, salinan dan kutipannya.

Semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh sestupn umum tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabataang lairf’

2.3.2 Pengertian Notaris Menurut Undang-undang Reyblik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat herbunyi sebagai berikut,

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang umh@mbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dima#alain undang-undang
ini.”

Dalam Penjelasan umum Undang-undang ini dijelaskedmh lanjut
bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenangk umembuat akta
otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentuktidé&hususkan bagi pejabat
umum lainnya. Kewenangan yang dimaksud adalah kamgan sebagaimana
yang diatur dalam pasal 15 undang-undang jabatarisamomor 30 tahun 2004.
Pasal 15 tersebut berbunyi sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiuaeperbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrara perundang-

“°G.H.S Lumban TobingPeraturan Jabatan NotarjgJakarta: Erlangga, 1992),
him. 31.

“IMN, Diktat Peraturan Jabatan Notaris Program Spesiadis&lotariat dan
Pertanahan ( Jakarta: Semeru Study Club, 1992). him. 2.
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undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang penkmgan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastséanggal pembuatan

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan kildipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan-pembuataraktitaitu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat laan arang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastggak surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rtendklam
buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangarupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digdmbatalam surat
yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengahasinaya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan @eanbakta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pgata(B) dan ayat (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalperaturan

perundang-undangan.

2.3.3 Pendapat Tokoh-tokoh Notariat

Berikut ini adalah pendapat para tokoh notariagydiRutip dari buku Tan
Thong Kie Studi Notariat dan Serba-seri Notaris:
1. A. G. Lubbers menulis (29):
In het notariaat is het in de eerste plaats nodayp eneer dan middelmatige
zorgvuldigheid, zonder welke niemand in het notriaerkelijk op zijn plaats

is. 48

“8Tan Thong Kiepp. cit him.173.
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Diterjemahkan:

Di bidang notariat terutama diperlukan suatu keseliyang lebih dari biasa,

tanpa itu seseorang dalam bidang notariat tidghdata tempatnya.
Mengenai pekerjaan notaris ia juga dalam bukuHigd Notariaat(hlm. 2)

menuliskan:

a. Authentiek wil zeggen, dat van die geschriften adeheid en de juuisted
vaststaan;

b. De notaris hanteert niet allen de vormvoorschriftem denotariswet, hij
hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecemt, dat is het
betrekkigen tussem burgers onderling regelt (hl&); 2

c. De notaris luistert lang en adviseer zo mogelijkt kmndig (him. 27%°

Diterjemahkan :

a. Autentik berarti bahwa keaslian (ketulenan) darefatan tulisan-tulisan
itu adalah pasti;

b. Seorang notaris tidak hanya menangani ketentuamketn Peraturan
Jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan menkbsu#tiu akta), ia
menangani keseluruhan hukum perdata, yaitu hukamg ¥has mengatur
hubungan antara orang-orang sipil;

c. Seorang notaris harus mendengar lebih lama dan erenmasihat
sependek dan seringkas mungkin.

2. C.M.J. Mostart, waktu itu notaris di Roemond dalareadvisnya tahun 1934
menulis pada halaman 3.
Pada tahun 1686 Ulrik Hubegadsheer in't Hof van Frieslangdtelah berkata
dalam bahasa Bekanda kuno tentang seorang notaris:
Een eerlijk man, tot het instellen van allerhandargtuir bequamen ende bij
publijke authoriteit daartoebverordineert
Yang diterjemahkan :
Seorang yang jujur, yang pandai membuat segalsatylidan ditunjuk oleh

seorang pejabat publik untuk itu.

“Ibid. him. 175.
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Ordonsi sewaktu itu menetapkan bahwa:
Niemand tot den staet van notaris geadmitterd zatden dan vermaerde
ende wel gemanierde lieden, die bequaem en ervaceten zijn>°
Yang diterjemahkan :
Tiada orang yang diizinkan memegang jabatan notagisinkan orang-orang
yang terkenal, sopan, dan pandai serta berpengajama

3. Wolthuis dalam karanganny&lét Testament van de Zeekapiteddlam buku
Prijsvraagbundelhim, 115:
Een notaris is nu eenmaal een secuur mens en @igeltniet zo gemakkelijk
over dingen heen als die pleitbezorgers daar vaorathtbank, die maar wat
in het wilde weg supposeren van wat hun inblaZen.
Yang diterjemahkan :
Seorang notaris memang seorang yang teliti danidh&x mudah melompat-
lompat soal-soal, sebagaimana seorang pembeladdpha pengadilan yang
tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang ikkbis oleh Kklien

mereka.

4. AW. Voors dalam preadvisnya tahun 1949 (him. 23):
Het is voor de notaris vanzelfsprekend om elkee akt toetsen op zijn
rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervteowaken, dat de rechten
van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen edggn. Dit maakt dat de
notaris geen juridische waaghals is, dat hij de ezekweg volgt en in
twijfelgevallen zich liever onthoudt dan dat hijthglibberig pad der
rechtsonzekerheid gaat.
Diterjemahkan:

Sudah barang tentu seorang notaris harus mengfigipsakta mengenai
kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak spihak pasti dan jelas
dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahseorang notaris
bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia fketigalan yang pasti

dan dalam hal yang meragukan ia lebitk badak bertindak daripada

*qbid. him. 172-173.
*Ybid. him. 173.
*2bid. him. 175.
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menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.
6. Tan Thong Kie dalam bukunya Studi notariatm(h175-176).

Berkaitan dengan pendapat A.W, Voors di atas, Tdiong Kie
berpendapat bahwa seorang notaris yang sering giijpaRengadilan Negeri
bukanlah notaris yang baik. Seringnya ia dipangagsdti beralasan: pertama, akta
yang ia buat tidak memiliki kata-kata yang jelesclua, ia adalah seorang notaris
sembrono?

Melalui kutipan pendapat para tokoh notariat yaetph disebutkan
sebelumnya kita diajak bersama-sama merenungkanyapg masih ada di
Indonesia dan apa yang dapat diharapkan mésyadari notariat, jabatan dan
profesi tua itu. Diharapkan agar para notaris dohesia masih memenuhi syarat-
syarat tentang nama baik, kewibawaan, kejujuraia saegritas.

Memang jalan untuk itu tidak mudah, sebab prosemé&minta ketekunan,
ketabahan, pengorbanan, studi, kolegialitas, d@giitas setiap anggota korps. la
juga menghimbau pemerintah dalam hal ini Departeitehakiman Republik
Indonesia agar berhati-hati mengangkat seorangisiofzploma kandidat notaris
memang perlu, tetapi di samping itu selidikilah awat hidupnya dan mencek
kejujuran, integritas ketahanan serta martabatnya.

2.4 PENGATURAN MENGENAI LARANGAN RANGKAP JABATAN
BAGI NOTARIS

2.4.1 Profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan yangecara eksplisit dilarang
untuk dirangkap oleh notaris berdasarkan Undang-undaing Nomor 30
Tahun 2004

Beberapa profesi berikut tertera dengan jelas daladang-undang tidak
boleh dirangkap oleh seorang notaris:
a. Pegawai Negeri (Pasal 3 (g) dan Pasal 17 c¢);
b. Pejabat Negara (Pasal 17 ayat e);

*Ibid. him. 175.
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c. Advokat (Pasal 17 ayat f);
d. Pemimpin atau pegawai badan usaha milik negaralR@sayat g);

e. Pemimpin atau pegawai badan usaha milik swastalR@sayat g).

2.4.2 Profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan yangecara implisit dilarang
untuk dirangkap oleh notaris berdasarkan Undang-uncéing Nomor 30
Tahun 2004

Selain profesi-profesi yang disebutkan secara ehkspililarang untuk
dirangkap, terdapat beberapa profesi yang tidalkebditkan secara eksplisit
dilarang yaitu:

a. Dokter,

b. Konsultan hukum yang membuka praktek hukum tagmktideracara (bukan
advokat), dan

c. Profesi lainnya yang tidak disebut dilarang untutargkap dalam undang-

undang antara lain misalnya: broker tanah.

2.4.3 Rangkap Jabatan Dalam Pasal 11 Undang-Undangpbatan Notaris
Nomor 30 Tahun 2004

Pasal 11 Undang-undang Jabatan Notaris nomor 3QinT2004 telah
membolehkan rangkap jabatan bagi notaris secaselt®ung. Pasal tersebut
berbunyi sebagai berikut:

a. Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wagitigambil culti,

b. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlalamsehotaris memangku
jabatan sebagai pejabat negara,

c. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajimunmjak Notaris
Pengganti.

Berkaitan dengan pasal 11 di atas, Tri Firdaus Adgadn, Notaris yang
juga anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Betedagatakan bahwa adanya
pasal ini memang masih menimbulkan pro dan kontentara notaris. la sendiri

berpendapat bahwa Undang-undang jabatan notarig parlaku sekarang ini
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memang terkesan plin-plan. la bahkan mengatakanatrdndang Jabatan
Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagai “banci”. Dussisi pada pasal 3 dan 17
undang-undang ini melarang rangkap jabatan karealah ssatu alasannya
mencegah benturan kepentingan, tapi di sisi laslapgaasal 11 undang-undang
membolehkan rangkap jabatan sebagai pejabat ndgagan menunjuk Notaris
Pengganti. Padahal dengan adanya notaris penggadé waktu notaris cuti
selama menjadi pejabat negara justru sangat rawan terjadinya benturan
kepentingan. Sebab nama notaris tersebut tetagntero dalam akta yang dibuat
notaris pengganti, protokol dan plang namanya piapt nama notaris yang
sedang cuti. Sehingga dengan kekuasaannya sebejgdap negara, tentunya

dapat mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk manjaka kantor notarisnya.

2.4.4 Peranan Majelis Pengawas Notaris dalam mengtiapi adanya notaris

yang rangkap jabatan

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notéidsk lagi
diangkat dan diberhentikan secara langsung oleBidme tapi diangkat dan
diberhentikan oleh menteri yang membawahi Depamebgum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sehingga masalah pemggmw terhadap Notaris
telah beralin dari Hakim Pengadilan Negeri kepadajelils Pengawas yang
dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusig#blik Indonesid?

Majelis Pengawas berdasarkan ketentuan pasal 6Bl&J\30 Tahun 2004
terdiri atas:

a. Majelis Pengawas Pusat (MPP);
b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW);
c. Majelis Pengawas Daerah (MPD).

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

%4 Roesnastiti Prayitndahan Kuliah Kode Etik Notaris Magister Kenotariatkakultas

Hukum Universitas Indonesi@Jakarta: 2008), him. 72.
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Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di Kabupdtan kotamadya.
Sedangkan keanggotaanya terdiri dari unsur-unsur:
1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

3. ahli/ akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 Majelis Reras Daerah
berwenang :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanyaaduygelanggaran Kode
Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabataaris;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol secaraalztk(satu) kali dalam
1(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap ;perlu

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai denganréa) bulan;

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatilsah Notaris yang
bersangkutan;

e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris ypada saat serah
terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puioda) tahun atau lebih;

f.  Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai penggamentara Protokol
Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara siehaga dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4);

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adangmagiu pelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan d&Jaaeng-undang;

h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dichgsada huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, danrtiug kepada Majelis

Pengawas Wilayah.

Sedangkan kewajiban Majelis Pengawas daerah mepasal 71 UU No.

30 Tahun 2004 adalah:
a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Rsbddotaris dengan
menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta gJartdah surat di
bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sej@gaa pemeriksaan

terakhir;
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b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaiketepada Majelis
Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepat&isNyang
bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Peagdusat;

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftéa dian daftar lain dari
Notaris dan merahasiakannya;

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris damyampaikan hasil
pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wildgeam waktu 30
(tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihakg yarelaporkan,
Notaris yang bersangkutan menyampaikan permohoaadirty terhadap

keputusan penolakan cuti.

Selain itu menurut Pasal 13 (2), pasal 14, paSaPeraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Norivb02.PR.08.10
Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Andggosainan Organisasi, Tata
Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawetari, kewenangan

Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (2):

a. Memberikan izin cuti untuk jangka panjang waktu pandengan 6 (enam)
bulan;

b. Menetapkan Notaris Pengganti;

c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris ypada saat serah
terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puiota) tahun atau lebih;

d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adangmaghu pelanggaran
kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan daladang-undang;

e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, rdsitat di bawah tangan
yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yamgkdkan, dan daftar surat
lain yang diwajibkan undang-undang;

f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan @dtadakta, daftar surat di
bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dialvat@ngan yang

dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat padEn sebelumnya paling

Rangkap jabatan ..., Dessy Dwi Astuty, FH Ul, 2010 Universitas Indonesia



43

lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulankb&ya, yang memuat

sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Pasal 14:

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang besifiainistratif yang
memerlukan keputusan rapat adalah:

a. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pengegaotokol notaris
yang akan diangkat sebagai pejabat negara;

b. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pengegaotokol notaris
yang meninggal dunia; memberikan persetujuan aggmiptaan penyidik,
penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;

c. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau suredtsgang dilekatkan pada
minuta akta atau protokol notaris dalam penyimparaaris;

d. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaangyberkaitan dengan
akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang deer@alam penyimpanan

notaris.

Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pdoia(), Majelis

Pengawas Daerah berwenang:

a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tgrayjgaMajelis
Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan ataarppenolakan cuti;

b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah yadaugaan unsur
pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksaan &aatas laporan yang
disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;

c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikati;

d. Menandatangani dan memberikan paraf buku Daftan Aldn buku khusus
yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangah diubawah tangan
dan untuk membukukan surat di bawah tangan;

e. Menerima dan menata usahakan Berita Acara PenyeRxo#okol:

f. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:

1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atdapulan Juli dan

Januari;
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2. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari lsdtgpemberian izin cuti

Notaris®®

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di ibukotvipisi. Sedangkan
unsur keanggotaannya sama dengan unsur yang aala dédajelis Pengawas
Daerabh.

Menurut Pasal 73 UU No. 30 Tahun 2004 Majelis Reras Wilayah
berwenang:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan menpd®aputusan
atas laporan masyarakat yang disampaikan melalyeliglaPengawas
Wilayah;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeatks atas laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan saip (satu ) tahun;

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pasgy®aerah yang
menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertuli
Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris lepadhjelis
Pengawas Pusat berupa:

1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai deBggenam)

bulan; atau

2. pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan peajatubanksi

sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 75 Ugdamdang Jabatan
Notaris Nomor 30 Tahun 2004) :

a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksachd@dsal 73 ayat (1)

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Neta® PPAT, (Jakarta:
Indonesia Legal Center Publishing, 2009), him. 128-
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huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf fpk€a Notaris yang

bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis PesgBwsat, dan

Oganisasi Notaris; dan

b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepéajalis Pengawas

Pusat terhadap;

c. Penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HaksAdanusia
Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 200@htang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tataa,Ke@n Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangaeliM@engawas Pusat
adalah sebagai berikut:

d. Ayat (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan mues hasil
pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
e. Ayat (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang mengédngelapor dan

terlapor untuk didengar keterangannya.

Selain kewenangan di atas, Majelis Pengawas Wilgyga memiliki
kewenangan sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Pusabprian sanksi
pemberhentian dengan hormat;

2. Memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusasragen cuti oleh
Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan faebe® adalah
banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 aydaig3pasal 71 huruf f,
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabaitaribt
Mencatat izin cuti yang diberikan dalam serifikatic
Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanyaaduunsur pidana
yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerahs Aaporan tersebut,
setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Majelis PengaMitesyah, hasilnya
disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan

5.  Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Ragat
1. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dafegustus dan

Februari;
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2. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belasjisetelah putusan
Majelis Pemeriksa®

3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di ibukotsamegSedangkan
unsur-unsur keanggotaannya sama dengan yalagpada Majelis Pengawas
Dalam Pasal 77 diatur mengenai wewenang Majelig®eas Pusat yaitu:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan meng&eputusan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi danlalesio cuti;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemesitis sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhengagash tidak hormat
kepada menteri.

Sedangkan kewajiban Majelis Pengawas Pusat didlam Pasal 79
Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yaitu :

“‘Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaildegputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a &epahteri dan Notaris yang
bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pesgaivayah dan Majelis
Pengawas Daerah yang bersangkutan serta orgaNasis.”

Dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HaksAd$anusia
Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 200dntang tata Cara
pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, sustganisasi, tata kerja, dan
tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notarisekamgan Majelis Pengawas
Pusat adalah sebagai berikut:

a. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan bgndias putusan

Majelis Pemeriksa Wilayah;

% |bid. him. 130.
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b. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemerikdaaimadap berkas
permohonan banding dalam jangka waktu paling lambgtujuh) hari
kalender sejak berkas diterima;

c. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil peldaorterlapor untuk
dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lar8Baftiga puluh) hari
kalender sejak berkas diterima.

e. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harosiahealasan dan
pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar umekjatuhkan putusan.

f.  Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditengdati oleh Ketua,
Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.

g. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepddateri, dan
salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapojldd&engawas Daerah,
Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat lkataaridoindonesia, dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harigwler terhitung sejak

putusan diucapkan.

Selain kewenangan di atas, Majelis Pengawas Rugsaberwenang:

a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun daencatat izin cuti dalam
sertifikat cuti;

b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pereb&am sementara;

c. Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi perabisih dengan
hormat;

d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan merfautusan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, keasksi berupa teguran
lisan atau tertulis; dan

e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan merpautusan dalam

tingkat banding dalam penolakan cuti putusan tertsieérsifat finaf’

Seperti yang disebutkan sebelumnya Majelis Pengdbaerah (MPD)
menurut ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor&oun 2004 berwenang

*"Ibid.
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menerima laporan dari masyarakat mengenai addmgaan pelanggaran kode
Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Ugdamdang Jabatan Notaris
serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa addaogaan pelanggaran
tersebut. Hasil laporan dari masyarakat tersebah dIPD akan dilaporkan

kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelisgaaras:
1. Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah

1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta nileMalelis Pengawas
Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;

2) Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah;

3) Membentuk tim pemeriksa;

4) Menyampaikan laporan kepada majelis pengawas wilagrara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli danarg

5) Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat;

6) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawayaltiilatas keberatan

Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

2. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputtegpat Majelis
Pengawas Daerah, wakil ketua berwenang bekindntuk dan atas nama
serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalampuauwdi luar pengadilan
termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana glichglada angka 1,2),

angka 1, 3) dan angka 1, 4).

3. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah
1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk umaygng keluar;
2) Membantu Ketua/ Wakil ketua/ Anggota;
3) Membantu Majelis Pemeriksaan dalam proses persitang
4) Membantu berita acara persidangan majelis pensaikdaerah;
5) Membuat Notula rapat Majelis Pengawas Daerah;

6) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilaglah;
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Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan giaogkan kepada
menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indanedengan

tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayabh.

4. Tugas Ketua Majelis Pengawas Wilayah

1)

2)
3)

4)

Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta nieMakelis Pengawas
Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan;

Membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah;

Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Psesedra berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustug-daruari; dan
Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawad Btesa keberatan

Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

5. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputtegpat Majelis

Pengawas Wilayah, wakil ketua berwenang bertinddgkkudan atas nama serta

mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupunlwhr pengadilan

termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimanadiichakda angka 4,2) dan
angka 4, 3).

6. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk umaggng keluar;
Membantu Ketua/ Wakil ketua/ Anggota;

Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan

Membantu berita acara persidangan Majelis Penseiigayah;

Membuat Notula rapat majelis pengawas Wilayah;

Membuat salinan putusan/ keputusan;

Menyampaikan salinan putusan/ keputusan;

Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Puaat; d

Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan glaogikan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indbaedengan

tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.
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7. Tugas Ketua Majelis Pengawas Pusat

1)

2)
3)

Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta nileMalelis Pengawas
Pusat di dalam maupun di luar pengadilan;
Membentuk Majelis Pemeriksa Pusat; dan
Menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secankalse setiap 6

(enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari

8. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat

Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputtegpat Majelis

Pengawas Pusat, wakil ketua berwenang bertindakkutiédn atas nama serta

mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupulnali pengadilan termasuk

melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksudapgla 7,2) dan angka 7,

3).

9. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Pusat

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk umaggng keluar;
Membantu Ketua/ Wakil ketua/ Anggota;

Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan

Membantu berita acara persidangan Majelis PenseRksat;

Membuat notula rapat Majelis Pengawas Pusat;

Membuat salinan putusan/ keputusan;

Menyampaikan salinan putusan/ keputusan;

Menyiapkan bahan laporan Majelis Pengawas Pusatdgementeri hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan gliaogikan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoae

10. Tugas Tim Pemeriksa
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Tim Pemeriksa yang hanya ada di Majelis pengawasrdh melakukan

Pemeriksaan secara berkala paling kurang sekahwsetterhadap Notaris yang

dimuat dalam berita acara Pemeriksaan Tim meliputi:

1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);

2) Surat pengangkatan sebagai Notaris;

3) Berita Acara sumpah jabatan Notaris;

4) Surat Keterangan izin cuti Notaris;
5) Sertifikat cuti Notaris;

6) Protokol Notaris yang terdiri atas:

a.
b.

C.

Minuta Akta;
Buku daftar akta atau reportorium;
Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangdisahkan

tandatangannya dan surat di bawah tangan yangukbok

. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daltr dan daftar surat

di bawah tangan yang disahkan;

Buku daftar protes;

Buku daftar wasiat; dan

Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notagedbsarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Keadaan arsip;

Keadaan penyimpanan akta (penijilidan dan keama@anny

Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkanddétar akta, daftar
surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftat slirbawah tangan
yang dibukukan;

Uji petik terhadap akta;

Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;

. Jumlah pegawai yang terdiri atas:

(1) Sarjana; dan

(2) Non sarjana

. Sarana kantor antara lain:

(1) Komputer;
(2) Meja;
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(3) Lemari;

(4) Kursi Tamu;

(5) Mesin ketik; dan

(6) Filing kabinet;

(7) Pesawat telepon/ fasimili/ internet;
0. Penilaian Pemeriksaan; dan

p. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

11. Evaluasi dan Tindak Lanjut
1). Evaluasi
a. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhisiotaris terhadap
Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris
b. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk mktakpembinaan dan

pengawasan.

2). Tindak Lanjut
Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan akiemjuti dengan
pemberian penghargaan kepada Notaris yang meniatdntuan Undang-
undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris ataibprian sanksi kepada
Notaris yang tidak mematuhinya.

Berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yaebpatiisan karena
adanya laporan dari masyarakat, menurut Sekretéajslis Pengawas Daerah,
Bapak Wartono, laporan tersebut tersebut harukuk&n secara tertulis dan
ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah terlel@hulll. Setelah laporan
tersebut masuk ke Majelis Pengawas Daerah, barwdiam laporan tersebut di
teruskan ke Majelis Pengawas Wilayah dan seterusAgabila laporan yang
masuk ke Majelis Pengawas Daerah hanya dilakukearadisan saja baik lewat
telepon ataupun lewamssaja ke nomor pengaduan yang disediakan Majelis
Pengawas, maka laporan tersebut tidak akan ditifadglti. Pihak majelis akan
menyarankan pelapor untuk membuat laporan resmg yerus dibuat secara
tertulis ditujukan kepada Majelis Pengawas Daemaigybersangkutan. Jika saran
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tersebut tidak diikuti, maka laporan tersebut jtigak akan diproses oleh Majelis
Pengawas untuk diselidiki kebenaranfya.

Salah satu notaris yang menjadi anggota Majelig&@eas Daerah Notaris
Jakarta Selatan Tri Firdaus Akbarsyah berpendagdaiva Notaris memang tidak
boleh melakukan rangkap jabatan. Akan tetapi Laaartgrsebut sulit diterapkan
apabila profesi yang dirangkap hanya sebagai pegajadi suatu Badan Usaha
Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta. Karena nmraiya, kasihan juga
kalau dilarang karena biasanya alasan mereka nieibrja di Badan Usaha
Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta tersebutladid&arena kliennya masih
sedikit. Lain halnya apabila profesi yang dirangleaalah pejabat negara atau
seorangdecision makedari suatu perusahaaan yaitu Direktur, hal ini @uegn
harus dilarang®

Mendengar pendapat Tri Firdaus Akbarsyah di atdak theran jika salah
seorang Notaris Depok berpendapat bahwa majeligagueas yang ada kurang
berfungsi. Hal ini kemungkinan besar diakibatkaehokarena yang menjadi
pengawas adalah teman-teman notaris itu sendinggdn akan saling melindungi
apabila ada pelanggaran sepertini.

Sedangkan Notaris Cibinong Dendy berpendapat imimengutarakan
bahwa, “Masih adanya pelanggaran berkaitan dengagkap Jabatan ini
disebabkan oleh rendahnya sanksi yang diberikhadep para pelanggarnyd”.

2.4.5 Sanksi-sanksi yang diberikan terhadap notarigang rangkap jabatan

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap pgéaag rangkap jabatan
ini menurut pasal 85 Undang-undang Republik Indenidsmor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris adalah:
1). Teguran lisan;

2). Teguran tertulis;

*yawancara dengan Sekretaris MPD Jakarta SelataskB&prtono, 10 Agustus 2009.

*Wawancara dengan Notaris Tri Firdaus AkbarsyahgatsgMajelis Pengawas Daerah
Jakarta Selatan, 14 Desember 2009.

®\Wawancara dengan Notaris Depok, Mardiana, 22 Jap0@s.

®\wawancara dengan Notaris Cibinong, Dendy Santds&ebruari 2009.
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3) Pemberhentian sementara,;
4) Pemberhentian dengan hormat;

5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Peraturan Mektakum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01lhdia 2006 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, PerpindaharPeaberhentian Notaris,
juga menjelaskan lebih lanjut ketentuan tegtaNotaris yang dapat
diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatanramgbila berstatus sebagai
pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimgiau pegawai badan
Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan UsahakMilvasta, atau sedang
memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundadgngan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan Notaris.

2.5  ANALISA HUKUM

Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini masgmdkan adanya
notaris yang melakukan rangkap jabatan dengan griaf®m walaupun Undang-
undang sudah jelas melarangnya. Contohnya kasugkajnjabatan yang
dilakukan oleh Notaris Chairul Bachtiar yang metap sebagai partner aktif
Yusril Izah Mahendra pada firma hukum Yusril 1zabaMndra dan partner.
Padahal, Jika dikaitkan dengan pengertian profegnumut Abdul kadir
Muhammad, yaitu bahwa notaris sebagai salah spnis profesi harus
memenuhi kriteria-kriteria tentang profesi dimanalak satu diantaranya,
disebutkan bahwa profesi itu hanya meliputi bidéegentu saja. Hal ini dapat
diartikan bahwa suatu profesi harus dilakukan pdodang tertentu saja
(spesialisasi) artinya tidak boleh merangkap ateandkap dengan pekerjaan atau
profesi lain. Sehingga jelaslah bahwa Notaris saibaglah satu jenis profesi,
tidak boleh melakukan rangkap jabatan seperti ydilgkukan oleh Chairul
Bachtiar tersebut. Larangan ini berkaitan erat dangentuk spesialisasi yang
mengharuskan seorang Notaris bersikap profesion@réh salah satunya yaitu

dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang talgituskan untuk ia jalani.
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Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan kintbencegah terjadinya
benturan kepentingar@nflict of interes), serta agar notaris itu tetap independen
dan netral.

Pendapat Abdulkadir di atas tak jauh berbeda depgawlapat Ignatius
Ridwan Widyadharma, yang mengacu pada cerita didlogof Plato ‘The
Republic”, bahwa seorang profesional itu harus menguasarjgaknya sesuai
dengan kode etik mereka dan bukan sekedar pelaygran amburadul, maka
notaris sebagai suatu profesi harus dilakukan dermgafesional. Sedangkan
seseorang yang profesional itu harus melakukaniadisesi yang artinya tidak
boleh merangkap dengan pekerjaan lain.

Begitu juga jika dikaitkan dengan pendapat Franzgmita Suseno yang
menyatakan bahwa sebagai seorang profesional hukataris harus memiliki 5
kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kieadian Notaris tersebut yaitu:
kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandiriaorahdan keberanian moral.
Kelima nilai moral tersebut tentunya tak akan mungkerpenuhi kalau Notaris
masih melakukan rangkap jabatan seperti yang ditekoleh Chairul Bachtiar..

Seorang Notaris juga tidak mungkin melakukan rapglabatan jika
dihubungkan dengan pendapat Notohamidjojo yang hengkan seorang
profesional hukum memiliki sikap manusiawi, adiftygt dan jujur. Logikanya
apabila Notaris tersebut masih melakukan rangkbptgam akan sangat susah
baginya bersifat adil dan jujur. Pasti akan ada ekderungan untuk
menguntungkan salah satu pihak yang akibatnya miebgsikap tidak adil dan
tidak jujur.

Jika dihubungkan dengan pendapat para ahli Hukummya tentang
pengertian notaris yaitu antara lain:

a. A.G. Lubbers mengungkapkan bahwa bidang notariamenlekan suatu
ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seordwaris tidaklah pada
tempatnya;”

b. C.M.J. Mostart, “Notaris itu adalah seorang yangirjupandai membuat
segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabalil;

c. Wolthuis, "seorang Notaris adalah seorang yangi tééin dia tidak mudah

melompat-lompat soal.”
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Maka, jelaslah bahwa para ahli sejak zaman dahibduk di Indonesia
maupun luar Indonesia berpendapat bahwa Notarisslraemenuhi syarat nama
baik, kewibawaan, ketelitian, kejujuran serta initeg.

Semua syarat di atas akan sangat sulit terpenwhbilapNotaris masih
melakukan rangkap jabatan. Sebagai contoh notanng ymerangkap sebagai
pegawai di sebuah bank, pasti waktunya habis diokaempatnya bekerja. Lalu
akan sangat sulit baginya mencari waktu untuk midak pekerjaan notaris,
meskipun bisa, ia pasti akan mencuri-curi waktyekdan akibatnya pekerjaannya
menjadi tidak maksimal. Dari contoh di atas tetlijedas notaris tersebut sudah
tidak jujur karena telah mencuri waktu kerja di Baempat kerjanya. Belum lagi
kejujuran lain seperti kemungkinan berpihak padahssatu pihak dalam aktanya.
Karena pasti sangat besar kemungkinan mereka aksnboat akta yang ada
hubungannya dengan kantor tempatnya bekerja. Bgriketelitian, sangat tidak
mungkin notaris bisa membuat akta dengan telitbdgaa masih disibukkan
dengan pekerjaan lain. Dengan semua pelanggaramy yata, tentunya
kewibawaan yang diharapkan ada pada seorang notanmstis akan hilang.

Apalagi Rangkap Jabatan sendiri telah diatur daldndang-undang
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 3 (gplR& ©, Pasal 17 (d), Pasal
17 (e), Pasal 17 (f), Pasal 17 (g), Pasal 17 @gaP17 (i). d. dimana diantaranya
dikatakan disana bahwa notaris dilarang melakulergkap jabatan sebagai
pegawai negeri, pegawai swasta, pejabat negarakadvMaka jelaslah jika
seorang notaris melakukan rangkap jabatan, beeatglah melanggar undang-
undang. Dikaitkan dengan kode etik notaris makanmsyang melanggar undang-
undang yang berlaku berarti ia juga telah melandgale etik. Notaris yang
melakukan pelanggaran kode etik berarti tidak mikmmilai moral. Begitu juga
dikaitkan dengan pendapat para ahli hukum ia jatgntmelakukan pelanggaran.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat dildrdapat beberapa jabatan
yang secara jelas disebutkan (eksplisit) dilaraarg lobeberapa jabatan yang hanya
secara implisit dilarang untuk dirangkap Notarebatan yang disebutkan secara
jelas itu yaitu pegawai negeri, Pejabat Negara, okdv serta pemimpin atau
pegawai badan usaha milik negara maupun pemimpinpah pegawai badan

usaha milik swasta. Termasuk ke dalam pegawai Batkaha Milik Negara/
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Daerah/ Swasta antara lain adalédgal officer ataulegal staff Karenalegal
officer atau legal staffitu termasuk pegawai baik di suatu badan usah& mil
swasta ataupun badan usaha milik negara.

Seorang notaris juga harus mengikuti kode etik Notdimana seperti
yang telah disebutkan di halaman sebelumnya balalsh satu isi kode etik
notaris Indonesia diantaranya adalah bahwa notemiss memiliki kepribadian
yang sadar dan taat kepada hukum dan peraturatafjaiNotaris. Sedangkan
dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentargtg@bNotaris sendiri baik
dalam peraturan yang lama yaitu Peraturan Jabavéarisl (ord. stbl. 1860 no.3)
maupun peraturan yang baru yaitu Undang-undangtalalidotaris keduanya
melarang Notaris untuk melakukan rangkap jabatangale profesi-profesi
tertentu yang disebutkan di dalam peraturan dammnmdindang jabatan notaris.
Jadi jelaslah bahwa jika notaris melanggar Undamtgog Jabatan notaris berarti
la juga melanggar kode etik notaris.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan pendapat salalh saggota Majelis
Pengawas Daerah Notaris Tri Frirdaus Akbarsyah yarenyatakan bahwa
sebenarnya larangan ini tidak perlu diterapkan iégpaiyofesi yang dirangkap
hanya sebagai pegawai saja di suatu Badan Usalila N&bara/ Badan Usaha
Milik Swasta, lain halnya jika jabatan yang diraagkadalah sebagalecision
makerdalam hal ini adalah direktur di perusahaan tersehaka terkesan adanya
toleransi mengenai larangan rangkap jabatan bagirinoyang bekerja sebagai
pegawai biasa di suatu perusahaan. Padahal meskgwa sebagai pegawali,
kemungkinan untuk terjadinya benturan kepentingangat besar. Bahkan
meskipun hanya merangkap sebagai pegawai sajasakeyat sulit bagi notaris
yang bersangkutan untuk bersikap profesional kaneaidu notaris tersebut akan
banyak tersita di kantor tempatnya bekerja tersebut

Berkaitan dengan pendapat Tri Firdaus Akbarsyahg yarengatakan
bahwa undang-undang jabatan notaris nomor 30 té#t0# bisa dikatakan
“banci”, penulis sependapat dengan pendapatnyaehigrs Undang-undang
Jabatan Notaris yang berlaku sekarang memang tedms dan masih setengah-
setengah. Dapat dikatakan bahwa Undang-undangadabktaris yang berlaku

sekarang ini masih banyak kekurangannya terutarsal gd yang membolehkan
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seorang notaris cuti dengan notaris pengganti &etilangkat sebagai pejabat
negara. Menurut analisa penulis, unsur rangkapggak@tap ada apabila seorang
notaris yang diangkat sebagai pejabat negarakmieda cuti selama ia diangkat
sebagai pejabat negara dengan menunjuk notarisggetig Unsur jabatan itu
tetap ada karena nama notaris yang cuti masih disabutkan dalam akta yang
dibuat oleh notaris penggantinya serta plang namday protokolnya juga masih
atas nama notaris yang cuti tersebut. Jadi keljakengenai cuti dengan
menunjuk notaris pengganti oleh notaris yang diahglebagai pejabat negara
hendaknya dapat ditinjau kembali. Lain halnya dpatotaris yang bersangkutan
cuti tanpa notaris pengganti. Hal ini tentunya kidkan menjadi masalah atau
menimbulkarconflict of intereshantinya.

Pasal sebelas ini harus diamandemen karena saegat kemungkinan
timbul benturan kepentingannya. Larangan rangképtgan yang ada sekarang
memang terkesan sangat fleksibel, dan memang petiakan revisi. Namun
larangan tersebut masih diperlukan untuk menghinbdanturan kepentingan.
Sehingga sangat diharapkan dalam revisi undangagngebatan notaris yang
akan datang tetap melarang adanya rangkap jabataomdengan ketentuan-
ketentuan yang lebih jelas dan dipertegas.

Jadi jelaslah bahwa larangan rangkap jabatan terselalah suatu usaha
pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentifganrflict of interegt Karena
jabatan notaris haruslah netral, berada di tengagaih tidak berpihak pada salah
satu pihak. Apabila notaris merangkap dengan padespekerjaan lain baik yang
secara eksplisit ataupun secara implisit dilaranguku dirangkap, maka
dikhawatirkan suatu saat salah satu kliennya adadahg atau kantor dimana ia
bekerja. Sehingga untuk mencegah hal ini diberlakldh larangan ini.

Menurut penulis apabila mengacu pada pendapat@eava-tokoh notariat
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, makais yang merangkap
sebagai pegawai antara lain misalnya sebaggal officer juga tidak
diperbolehkan. Sebab benturan kepentingamf(ict of interestjuga bisa terjadi
pada notaris yang merangkap sebagai pegawai sdeedi officer di suatu
perusahaan. Ketika ia membuat akta yang salahp#faknya adalah Perusahaan

tempatnya bekerja, secara tidak langsung ia akambmla kepentingan dan
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mengutamakan kepentingan perusahaan tempat iajdbdakesebut. Akan sulit
bagi notaris tersebut menghindari hal tersebutrieads satu sisi ia membutuhkan
klien dan di sisi lain perusahaan tempat ia bekejsebut tentu saja memilih
membuat akta di notaris yang ia telah kenal defngaapan notaris tersebut akan
mengutamakan kepentingan si perusahaan.

Apalagi apabila si notaris adalah karyawan perwsmaliai sendiri hal ini
akan lebih mempermudah perusahaan tersebut untuklikbe klausul-klausul
yang harus dimasukan dalam akta yang dibuat notarsebut. Hal inilah
sebenarnya yang ingin dihindari oleh Undang-undamgdang-undang memuat
larangan rangkap jabatan ini untuk menghindariseglerti benturan kepentingan
ini agar tidak terjadi. Ini disebabkan karena segrhlotaris itu harus berada di
tengah-tengah tidak boleh memihak salah satu pheataris tidak seperti advokat
yang dibayar untuk membela kepentingan kliennyaahadalah Pejabat Umum
yang berwenang membuat akta otentik yang kedudykanetral tidak membela
kepentingan salah satu pihak. Disamping itu, apalilmasih bekerja di suatu
perusahaan, ia pasti tidak bisa membuat akta detedjin\Waktu yang dimiliki
Notaris tersebut pasti akan habis di tempat kegadgdi, tidak mungkin ia bisa
bekerja secara profesional.

Selain yang disebutkan secara eksplisit tersebertlapat beberapa
pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh seorangris meskipun tidak secara
eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Pekegaéerjaan tersebut antara
lain: adalah dokter, konsultan hukum yang tidakabara. Pekerjaan-pekerjaan
tersebut memang tidak secara tegas disebutkaramijanleh pasal-pasal dalam
Undang-undang, namun kedua pekerjaan tersebut ip@ngpakan suatu profesi
yang seharusnya dilakukan dengan profesional taimaamgkap dengan profesi
lain. Rangkap jabatan dalam suatu profesi akan mekan kinerja profesi yang
dirangkap tersebut karena menjadi tidak fokus pasddnlian tertentu. Disamping
itu, benturan kepentingan juga mungkin terjadi dpatrofesi notaris dirangkap
dengan profesi lain meskipun tidak dilarang dengmsti dalam undang-undang.

Dari pendapat-pendapat para tokoh notariat di egdhat jelas bahwa
seorang notaris memang tidak boleh melakukan rangkbatan. Hal yang
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demikian itu akan mempengaruhi kinerja notaris gabprofesional dan sebagai
pejabat umum yang harus bersifat netral.

Masih adanya notaris yang melakukan pelanggaramgkagn jabatan
berkaitan erat dengan pengawasan, sanksi, danpaimg penting adalah moral
notaris yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 T&004 seperti
yang disebutkan pada halaman sebelumnya, pengawldaknkan oleh Majelis
Pengawas Notaris yang kewenangan dan tanggungjgavabatur dalam pasal
70, 71, 73 dan 77. Pada keempat pasal tersebiltatedahwa wewenang dan
tanggungjawab Majelis Pengawas terhadap notarig yaglakukan pelanggaran
hanya bersifat pasif. Majelis Pengawas Notarisktidapat melakukan tindakan
apapun apabila tidak ada laporan dari pihak-piteigymerasa dirugikan.

Begitu juga jika dikaitkan dengan pendapat Syanmsidianan Sinaga
(Dirjen AHU non aktif) yang mengatakan bahwa tinalakerhadap pelanggaran
larangan rangkap jabatan hanya berlaku apabil@iaoey yang merasa dirugikan.
Orang tersebut harus melapor pada majelis pengaeiasis supaya notaris bisa
ditindak karena merangkap jabatan tersebut. Menuremat saya dari
pendapatnya tersebut terlihat bahwa ia hanya meldtenya pelanggaran apabila
hasil dari perbuatan rangkap jabatan tersebut nierkan kerugian pada salah
satu pihak. Sedangkan perbuatan rangkap jabatatingandiri tidak dinilainya
sebagai suatu pelanggaran yang patut diberikanssaplidahal dalam undang-
undang jelas dinyatakan bahwa notaris dilarang kokkn rangkap jabatan.
Artinya dengan melakukan rangkap jabatan saja,asgonotaris berarti sudah
melakukan pelanggaran tanpa melihat ada pihak gauagikan atau tidak.

Jika melihat ketentuan mengenai rangkap jabatarkeaenangan Majelis
Pengawas maka dapat dikatakan bahwa pelanggatsadagr rangkap jabatan
adalah suatu delik aduan. Artinya notaris yang nggar tidak akan terkena
sanksi apabila tidak ada pihak yang merasa diragijgang melapor ke Majelis
Pengawas. Sehingga jelaslah bahwa salah satu ssmb adanya notaris yang
rangkap jabatan adalah karena fungsi Majelis Peagasendiri yang tidak
diharuskan mengawas secara aktif. Sehingga apatalaada pihak yang merasa

dirugikan yang melapor secara resmi kepada Mafjdisgawas Daerah, maka
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notaris akan tetap bisa leluasa merangkap jab&tagath pekerjaan lain yang oleh
undang-undang dilarang dengan sangat jelas untaikgkap.

Hal ini tentu saja sangat disayangkan. Karena sgbga apabila tidak ada
sikap pro aktif dari Majelis Pengawas mengenai maakan pelanggaran notaris
khususnya pelanggaran rangkap jabatan maka akain d#@mukan adanya
pelanggaran tersebut. Karena pada kenyataannygalbamsyarakat awam yang
tidak tahu bahwa seorang notaris tersebut tidalehbaherangkap jabatan.
Sehingga apabila ada masyarakat yang mengetahumaeasa dirugikan karena
adanya rangkap jabatan yang dilakukan seorangisdidak akan melaporkan
pelanggaran tersebut. Selain itu, masih banyak anakgt yang tak tahu harus
melapor kemana meskipun tahu rangkap jabatan ddarakibatnya, ada yang
salah melapor ke lkatan Notaris Indonesia (INl)a aghng salah melapor
kepolisian, sehingga laporan jadi tidak sampai k&ehs pengawas. Hal ini
menyebabkan masyarakat menjadi malas melapor.

Apalagi seorang sekretaris Majelis Pengawas Dadaarta Selatan
seperti yang diungkapkannya pada halaman sebelummgm@gatakan bahwa
pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatank#@n ditindaklanjuti setelah
terlebih dahulu dilaporkan secara tertulis kepadajeNs Pengawas Daerah
sedangkan laporan lewat telepon asmustetap akan ditampung namun hanya
sebatas ditampung saja tanpa ada tindak lanjut pgatp. Hal ini akan lebih
mempersulit orang yang hendak melakukan laporanbatkya orang tersebut
akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelaporan

Sedangkan jika dikaitkan dengan pendapat Notarisdidiaa tentang
peranan majelis pengawas yang ada kurang berfukaggina yang menjadi
pengawas adalah teman-teman notaris itu sendinggén akan saling melindungi
apabila ada pelanggaran seperti ini dapat dihukamghkengan pendapat Tri
Firdaus Akbarsyah yang terkesan memberikan toler@nsadap notaris yang
merangkap sebagai pegawai di suatu Perusahaarag2eai Firdaus Akbarsyah
tersebut sebagai anggota Majelis Pengawas Daejadit deembuktikan bahwa
pendapat Notaris Mardiana ada benarnya. Ucapaffrifidaus tersebut terkesan
melindungi teman-temannya sesama notaris. Padahtdhu bahwa hal yang

demikian juga termasuk rangkap jabatan yang ditarda bahkan mengakui
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bahwa ia mengetahui banyak notaris yang masih diesstpegawai di suatu
perusahaan. Menanggapi pendapat kedua notarigglitidbklah mengherankan
jika banyak notaris yang masih melakukan rangkbatgn.

Disamping sebab-sebab yang telah disebutkan gj atasalah moral lah
kiranya yang masih kurang atau belum dimiliki olebtaris yang melakukan
rangkap jabatan. Karena apabila seorang riaotelah memiliki moral-moral
seperti yang terkandung dalam kode etik notarigitem ia tidak akan melakukan
rangkap jabatan tersebut. Meskipun tidak pdagawasan yang ketat, seorang
notaris yang memiliki moral baik tidak akan melaaggeraturan-peraturan yang
ada ataupun mencari celah yang bisa dilanggar.

Sedangkan jika dihubungkan dengan pendapat Nofaesdy yang
mengutarakan mengenai sebab masih adanya pelanggata Pasal-pasal dalam
Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tensamisi yang dapat
dikenakan pada notaris yang melakukan rangkapgabaiaka, dapat dikatakan
bahwa sanksi yang rendah adalah salah satu alasap& masih ada notaris yang
melakukan rangkap jabatan. Dalam Undang-undang talabiotaris sendiri
memang ada urutan sanksi terhadap pelanggaranmnjaiai dari hanya teguran
lisan hingga pemberhentian secara tidak hormat.Udgoada pasal tersebut tidak
diutarakan dengan jelas sanksi yang bagaimana gapgt diberikan kepada
notaris yang melakukan rangkap jabatan. Akibatrsfgen berbagai alasan bisa
saja ia hanya dikenai teguran lisan saja. Mematapdpasal 20 ayat (1) huruf G
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Répubdonesia Nomor:
M.01.ht.03.01 Tahun 2006 mengatur bahwa notarig ya@rangkap jabatan dapat
diberhentikan dengan hormat, tapi pada kenyataarsayeksi tersebut masih
terkesan hanya hiasan semata. Bahkan pada prgéatgangankan ditegur secara
lisan, dipanggilpun tidak.

Selain sebab-sebab yang kemukakan di atas, mora] y@ndah bisa
menjadi penyeba utama jika dikaitkan dengan pendagaseperti Franz Magnis
Suseno. la mengatakan bahwa notaris dituntut umbekniliki moral yang
mendasari kepribadiannya sebagai seorang profésiNigaris harus memiliki
moral-moral tertentu yaitu antara lain adalah kepn, otentik,

bertanggungjawab, kemandirian moral, dan kebemamaral. Kelima moral
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tersebut harus dimiliki notaris sebagai seorandegional. Tetapi, jika notaris
tersebut melakukan rangkap jabatan, maka beradriadersebut tidak memiliki
moral sebagai seorang profesional. Jika moral hetseimiliki oleh notaris,

pelanggaran jenis apapun tak akan dilakukan olelasg notaris.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulisasdj &tmpak bahwa ada
beberapa hal yang menyebabkan notaris tetap mekkaa rangkap jabatan
walaupun sudah jelas dilarang dalam undang-undgelgab-sebab tersebut antara
lain:

(1) Minimnya pengawasan dari Majelis Pengawas,

(2) Ketentuan yang menetapkan pelanggaran rangka@jababagai delik aduan
sehingga apabila tidak ada pengaduan maka diangigdpada pelanggaran,

(3) Rendahnya sanksi yang diberikan apabila adanyaggdaan rangkap jabatan
tersebut,

(4) Rendahnya moral dan kesadaran notaris yang melakakagkap jabatan.

Peraturan larangan rangkap jabatan seperti hgleyaturan perundang-
undangan lainnya jelas dibuat untuk melindungi képgan masyarakat.
Sayangnya peraturan ini terasa kurang efektif kadirsatu sisi dalam beberapa
pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris NomdraB0n 2004 secara jelas
mengatur larangan rangkap jabatan tersebut nadmsisi lain dalam pasal lain
dari Undang-undang ini menimbulkan interpretasi gydrerbeda di kalangan
notaris dan majelis pengawas dan para pejabat paricpitan dengan notaris
dimana salah satu interpretasinya menyebutkan babhwiesi akan diberikan atas
usul majelis pengawas setelah terlebih dahulu uditel oleh majelis
kebenarannya setelah ada laporan yang dilakukamesezrtulis. Interpetasi yang
seperti inilah yang sering dijadikan celah olehapaotaris yang melakukan
rangkap jabatan.

Artinya sama saja notaris boleh saja merangkaptgabapabila “tidak
ketahuan Majelis Pengawas”. Ketidaktahuan Majedisgawas disini diberi tanda
kutip karena terkadang dilapangan Majelis Pengayaag) notabene teman si
notaris sendiri tentunya akan berpura-pura tid&k tamengenai adanya rangkap

jabatan ini apalagi apabila tak ada masyarakat yaajapor mengenai hal ini.
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Majelis Pengawas akan lebih menutup mata lagi et@skipun tahu karena tidak
ada laporan maka pelanggaran ini tidak ada akarddklanjuti.

Jadi ketentuan mengenai kewenangan dan kewajibageliM Pengawas
khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran rarjgkapan hendaknya bisa
dikaji ulang oleh pihak yang berwenang membuat ngdandang agar bisa lebih
efektif hasilnya.

Selain itu pasal-pasal dalam undang-undang Jab&tataris yang
mengandung unsur dualisme hendaknya dapat ditkgebali karena di satu sisi
dalam pasal 3 undang-undang tersebut diatur babwa@rsg notaris tidak boleh
merangkap sebagai pejabat negara tapi di pasal ntihng-undang tersebut
memperbolehkan notaris menjadi pejabat negara dengengambil cuti dan
menunjuk notaris pengganti. Hal ini tentunya meirg@tkan tidak efektifnya
larangan rangkap jabatan bagi notaris sebagai gtejspara. Karena walaupun
sudah cuti tapi apabila ia menunjuk notaris penggantu saja unsur rangkap
jabatan akan tetap ada. Hal ini akan berbeda apabilaris tersebut cuti tanpa
notaris pengganti. Tapi pada kenyataannya undadgrgn memperbolehkan
notaris yang menjadi pejabat negara untuk mengamiil dengan menunjuk
seorang notaris pengganti.

Dari semua alasan di atas dapat dilihat bahwa hipdadang Jabatan
notaris yang berlaku sekarang memang tidak efegghingga revisi terhadap

Undang-undang ini memang sangat diperlukan.
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